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BAB VII 

 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

7.1 Kesimpulan 

 Proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan enam instansi Pemerintah 

baik dari provinsi maupun dari kota seperti PDAM Tirtawening, Bagian 

Kerjasama Seketariat Kota Bandung, Bapperlitbang Kota Bandung, Dinas 

Provinsi Jawa Barat, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Biro Pemerintahan dan 

Kerjasama Seketariat Daerah Provinsi Jawa Barat kurang berjalan optimal 

sehingga mengalami keterlambatan dalam pengembangan SPAM Regional 

Bandung Raya Wilayah Selatan. Dalam penelitian mengenai Proses kolaborasi ini 

dinilai berdasarkan lima dimensi utama seperti tata kelola, administrasi, otonomi 

organisasi, mutualitas, dan kepercayaan serta faktor yang mempengaruhi dari 

jalannya proses kolaborasi ini. 

 Dalam dimensi tata kelola meskipun sudah terdapat pembagian tugas yang 

tercantum dalam MoU dan beberapa perjanjian kerjasama, namun pemerintah 

Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi masih belum mencantumkan sanksi pada 

pihak kolaborator yang melanggar perjanjian dan keterlambatan penyelesaian 

pengembangan SPAM Regional Bandung Rata Selatan sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. Administrasi pun yang merupakan dimensi kritis dalam kolaborasi 

karena ada untuk menggerakan tata kelola belum optimal hal ini dibuktikan belum 

adanya pemantauan dari masing-masing pihak secara langsung.
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 Otonomi organisasi merupakan bentuk untuk memberikan kebebasan pada 

organisasi lain untuk tidak memberatkan dan menghalangi tujuan masing-masing 

kolaborator. Dari dimensi ini setiap kolaborator telah melaksanakan dimensi 

otonomi dengan baik dibuktikan dengan adanya target tersendiri dari masing-

masing pihak dan kolaborasi tidak memberatkan masing-masing pihak karena 

mendukung tujuan dari setiap kolaborator yang ada. Ketika setiap kolaborator 

memiliki kebebasan dalam berkolaborasi tentu diperlukannya sebuah hubungan 

yang saling menguntungkan antara satu sama lain demi kepentingan bersama 

yaitu dikenal dengan dimensi mutualitas. Kolaborasi yang Dilakukan Pemerintah 

Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam dimensi mutualitas 

sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh beberapa kolaborator terkait permasalahan teknis dan juga dengan 

adanya setiap pihak untuk menggunakan sumberdaya dari setiap kolaborator. 

 Dimensi terakhir dalam proses kolaborasi ini adalah kepercayaan, 

kepercayaan diantara setiap kolaborator bekerja dengan komitmen baik secara 

eksplisit maupun implisit dan akan jujur dalam negosisasi serta tidak akan 

mengambil keuntungan yang berlebihan dari yang lain bahkan ketika kesempatan 

ada. Dalam dimensi ini kedekatan anatara kolaborator sudah terjalin bahkan bukan 

hanya pada saat rapat formal saja melainkan pada saat kondisi informal dan 

kedekatan ini dibuktikan juga dengan adanya grup whatsapp dengan kedekatan ini 

juga maka setiap kolaborator dapat memprioritaskan kepentingan bersama dan 

komitmen yang diambil oleh masing-masing pihak. 
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 Keterlambatan dalam kegiatan kolaborasi ini disebabkan oleh beberapa 

faktor terutama dalam hal perbedaan visi dan misi yang dilaksanakan oleh setiap 

kolaborator hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan penentuan tarif awal 

yang menurut peneliti salah satu diakibatkan oleh adanya perbedaan dalam visi 

dan dapat juga dipahami dari keterlambatan penentuan tarif ini Dinas Perumahan 

dan Pemukiman kurang mempercayai nilai yang diberikan oleh PDAM 

Tirtawening yang dianggap kurang wajar hal ini lah yang memberikan 

pemahaman bahwa adanya faktor  ketidakpercayaan dan kecurigaan dari pihak 

lain dalam proses kolaboras ini. 

 Selain itu juga adanya beban target yang berlebih dan tidak sesuai dari 

pemerintah Provinsi menentukan bagaiamana kolaborsi ini berjalan sudah 

sepatutnya pemerintah mengetahui bahwa perbedaan Sumberdaya Manusia juga 

menjadi penentu kenapa proses kolaborasi ini menjadi terhambat. Sehingga perlu 

disesuaikan antara apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang ditargetkan oleh 

pemerintah sehingga dapat beriringan antara tujuan dan apa yang terjadi pada saat 

proses teknis pengembangan SPAM Regional Bandung Raya Wilayah Selatan. 

7.2 Rekomendasi 

 Proses Kolaborasi ini sudah sepatutnya merupakan cara yang efektif untuk 

mengatasi masalah yang ada disuatu kegiatan pemerintahan. Kolaborsi dapat 

terjadi ketika berbagai organisasi dengan kepentingan yang berbeda mencoba 

untuk bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan oleh 

organisasi tunggal. Kolaborasi Pengembangan SPAM Regional Bandung Raya 

Wilayah Selatan ini perlu adanya sebuah perubahan struktur terlebih dahulu. 
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Seperti yang dijelaskan pada bab pembahasan sebelumnya Sejatinya Kolaborasi 

yang baik itu terbagi dalam tri helix maupun penta helix. Tri Helix artinya 

pemerintah melaksanakan kolaborasi dengan perusahaan swasta dan masyarakat. 

Sedangkan Penta Helix pemerintah melaksanakan kolaborasi dengan perusahaan 

swasta, masyarakat, kalangan akademisi yaitu perguruan tinggi dan NGO/CSR. 

Namun dalam pelaksanaanya kolaborasi yang diadakan oleh pemerintah ini hanya 

melaksankan kolaborasi dengan kalangan internal pemerintah saja. Baik itu 

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Bandung, tidak ada disini 

perlibatan dari masyarakat Kota Bandung Selatan sendiri yang ikut terlibat dalam 

proses kolaborasi ini, padahal bila dilibatkan dalam kolaborasi ini masyarakat 

merasa akan merasa memiliki dalam proses kolaborasi ini. Perlibatan dari pihak 

lain juga sangat membantu misalnya dari kalangan akademisi yaitu Universitas 

cukup banyak Universitas di Kota Bandung yang paham bagaimana menjalankan 

proses kolaborasi ini misalnya saja ITB ataupun UNPAR. 

 Dari segi proses dalam pengembangan kolaborasi dimensi tata kelola perlu 

adanya sebuah perbaikan terutama dalam hal pengambilan keputusan perlu adanya 

konsistensi anggota kolaborasi setiap anggota kolaborator teknis tidak 

diperkenankan untuk meruah setiap wakil dari instansinya, karena dalam 

pengambilan keputusan yang bersifat teknis terkadang setiap perwakilan tidak 

begitu mengetahui secara jelas. Bahkan keputusan akhirnya diserahkan kepada 

pimpinan masing-masing, yang tentu hal ini akan memberikan dampak yang 

kurang baik bila proses kolaborasi ini ingin berjalan cepat. 
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 Lain dari segi pengambilan keputusan diperlukannya pemantauan 

dari setiap kolaborator untuk memantau satu sama lain, baik pemantauan secara 

langsung ataupun melalui media sosial. Namun, jika ingin melaksanakan 

pemantauan dari dimensi administrasi juga perlu adanya perbaikan. Peneliti telah 

menilai dari dokumen perjanjian kerjasama telah tertera antara hak dan kewajiban 

setiap kolaborator, tidak disebutkan secara spesifik instansi atau badan manakah 

yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan tugas-tugas 

tersebut maka dari itu diperlukannya revisi atau perubahan dalam dokumen 

perjanjian yang dibentuk Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat perlu membagi dan memberikan tugas dan tanggung jawab yang  jelas 

kepada peserta kolaborator  

 Dalam permasalahan tersebut diperlukanya setidaknya Project 

Management Office (PMO) ataupun memiliki struktur sendiri yang tergabung atas 

anggota kolaborator dengan adanya PMO, seharusnya kolaborasi akan berjalan 

dengan baik karena PMO merupakan sebuah wadah dari kolaborasi sehingga jika 

dibentuk pasti akan agenda dan jadwal rutin juga koordinasi akan berjalan sangat 

lancar. Hingga Yang terakhir diperlukannnya sebuah faktor pendukung agar 

terciptanya kolaborasi yang baik yaitu dengan pemberian intensif kepada anggota 

kolaborasi dan adanya sistem reward atau pengharagaan sebagai wujud nyata 

bentuk apresiasi kepada pelaku kegiatan kolaborsi yang tentunya akan 

memberikan motivasi. 
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